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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti 

Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda 

ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah 

memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali 

Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali 

ingin menguasai Indonesia. 

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda 

tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, 

sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis 

belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan 

pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai 

logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. 

Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan 

persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang 

yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian 

disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 

1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah 

Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari 

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial. 
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Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri 

dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang 

dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun 

itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah- 

daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam 

peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi 

Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para 

veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya 

adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas 

pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (Paca), Tenaga Kerja 

Indonesia, dan Organisasi Sosial (Orsos). 

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial 

Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri 

Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) 

Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, 

sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial 

Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang 

berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah 

perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, 

karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, 

organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban 

perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil 

(PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. 
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Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden 

Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau 

Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali 

Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial 

Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali 

dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya 

pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembalioleh 

Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 

itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001. 

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan 

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala 

Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang 

dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan 

sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota 

Pekanbaru. 

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-

undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 
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Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana 

kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan 

maupun dalam pengelolaan pembangunan. 

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan 

bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah 

tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan 

menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan 

tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang 

tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 

 

B. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu 

pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan 

pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan 

itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan 

visi sebagai bagian dari perencanaan 40trategic, merupakan suatu langkah penting 

dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai 

bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. 

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Visi 

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial 

dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan 

Sosial bagi PMKS/ PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman 

yang indah dan tertib”. 

2. Misi 

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja. 

b. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/ PSKS agar tumbuh dan 

berkembang dalam sistem masyarakat. 

c. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan 

PSKS. 

d. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal 

melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM). 

e. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha. 

 

C. Sasaran dan Prioritas Serta Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru 

Dalam kinerjanya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk 

menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di 

lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran. 
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1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

1) Kemiskinan (Fakir miskin, Wanita rawan sosial dan ekonomi). 

2) Ketunaan (Gelandangan dan pengemis, Wanita tuna susila). 

3) Keterkantaran (Anak terlantar, Anak jalanan, Anak nakal, Lanjut usia 

terlantar). 

4) Kecacatan (Cacat fisik, Cacat mental, Cacat ganda). 

5) Korban Bencana (Bencana alam, Bencana sosial). 

6) Tindak Kekerasan (Korban tindak kekerasan, antara lain: anak, wanita 

dan lanjut usia). 

Berikut data-data PMKS dalam sebuah tabel : 

Tabel IV.1 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru  

Tahun 2018 

 

No Jenis PMKS Satuan LK PR 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Anak Balita Terlantar Jiwa 14 13 

2 Anak Terlantar Jiwa 2.750 2.890 

3 Anak Nakal Jiwa 580 70 

4 Anak Jalanan Jiwa 380 142 

5 Keluarga Rentan Sosial 

 

Ekonomi 

Jiwa 240 110 

6 Korban Tindak Kekerasan Jiwa 188 310 

7 Lanjut Usia Terlantar Jiwa 16 22 

8 Penyandang Cacat Jiwa 79 51 

9 Tuna Susila Jiwa 122 77 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Gelandangan dan Pengemis Jiwa 54 97 

11 Korban Penyalahgunaan 

 

Napza 

Jiwa 95 25 

12 Keluarga Fakir Miskin Jiwa 1255 988 

13 Keluarga Tinggal di Rumah 

 

Tak Layak Huni 

Jiwa - - 

14 Korban Bencana Alam Jiwa - - 

15 Pekerja Migran Bermasalah 

 

Sosial 

Jiwa 51 43 

16 Orang Dengan HIV/AIDS 

 

(ODHA) 

Jiwa 21 36 

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2018 

 

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

Tabel IV.2 

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

No PSKS Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 Karang Taruna 71 

2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 150 

3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 275 

4 Organisasi Sosial (LSM) 163 

5 Peran serta Dunia Usaha 57 

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2018 

 

3. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 

Hingga tahun 2018 saat ini terdapat 6 TPU yang dikelola Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 
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4. Kebijakan 

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di 

lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

c. Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan bekerja 

sama dengan dunia usaha dan instansi terkait guna meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

d. Memberikan bantuan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk: Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Korban Bencana. 

e. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, 

Korban Tindak Kekerasan (KTK), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) 

serta penyakit sosial lainnya. 

f. Mengembangkan/meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 

serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui: 

Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi 

Sosial/LSM dan dunia usaha. 

g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan Taman 

Pemakaman Umum (TPU) berupa sarana dan prasarananya serta 
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pemakaian mobil ambulan yang dikelola oleh Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Penyusunan Program 

3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial 

a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia 

b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin 

c. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial  

4. Bidang Rehabilitasi Sosial 

a. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Napza dan Hukuman 

b. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat 

c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial  

5. Bidang Bantuan Sosial 

a. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana 

b. Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 
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c. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial  

6. Bidang Pemakaman 

a. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan 

b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman 

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman  

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

8. Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) 

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota 

Pekanbaru 
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Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2018 
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E. Tugas Pokok Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

Berdasarkan pembagian bidang di Dinas Sosial Pekanbaru, maka masing 

masing bidang memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai rincian tugas: 

1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman. 

2) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

sosial dan pemakaman. 

3) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman 

 
4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan 

pemakaman. 

5) Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 

 
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Sekretariat mempunyai rincian tugas: 

1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas. 

2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 

3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di 

lingkungan dinas. 

4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak 

berada di tempat. 

5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian. 
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6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan. 

7) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas. 

8) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, 

ketertiban dan keamanan kantor. 

9) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- masing. 

10) Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis. 

12) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas 

1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia 

dan jompo, bimbingan keluarga miskin dan pemberdayaan lembaga- 

lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan 

sosial serta jaminan sosial 
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2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan 

pengendalian program pelayanan soaial dan pemberdayaan sosial 

3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data 

penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dan potensi serta sumber- 

sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya. 

4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan 

pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, 

bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang 

kesejahteraan sosial. 

5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit 

kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 

6) Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan tugasnya 

7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas 

1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan 

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial 

2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan 

lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak 

terlantar/anak nakal, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila. 
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3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit 

kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya 

4) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas 

5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan 

6) Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang. 

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

e. Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas 

1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan 

penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan 

perlindungan sosial. 

2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian 

bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, 

kerusuhan sosial dan tindak kekerasan 

3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, 

bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis 

kemerdekaan. 

4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penanaman nilai- nilai 

kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda 

5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pengawa-

san dan pengumpulan dana bantuan sosial 
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6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit 

kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya 

7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas 

8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk 

teknis pelaksaanaa tugas kepada bawahan 

9) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan 

10) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang 

lain 

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f. Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas 

1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan 

pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka 

penguatan retribusi 

2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas 

dan efesiensi pemakaman 

3) Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman 

pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi 

pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, 

ketertiban dan keamanan kota 
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4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, 

pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta 

lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman 

5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit 

kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya 

6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas 

7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya 

8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan 

9) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang. 

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 


